DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama (Jakarta: Al Hikmah, 2006)

Alauddin at Tharablisi, Muin Al Hukkam Fima yataraddadu baina al khasamaini
min al Ahkami, (Beirut : Dar al Fikr, t.t.)

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta, Prenada Media, 2005).

, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Prenada Media, 2008).

Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986)
As Sayyid Sabiq, Figh As Sunnah Juz III (Beirut: Dar Al Fikr, 1977)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grifindo
Persada, 2000)

Buku Tanya Dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, 2008, (Kerjasama Mahkamah
Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian
Institute For Conflict Transformation (IICT).

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet
ke 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 1996)

Fatchur Rahman, Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama, (Raja Grifindo
Persada, Jakarta.).

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasehat
Hukum Bagi Semua Warga Negara, (Penerbit PT Alex
Media Komputindo).

Huala Adolf dkk., 2006, Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa
Melalui Arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999), (Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan
HAM RI).

Ibrahim Ahmad Harun, 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama, Buku II, (Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI.)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1973).

95



Lailatul arofah, “Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan Agama
Sebuah Tawaran Alternatif”, (Mimbar Hukum, No. 63)

Lexy J. Moleong, 1999, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Roesdakarya,
Bandung.).

Mahfud MD et al, 1993, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Ul Pers, Jakarta.).

Mahkamah Agung RI, 1992, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata, (Pusdiklat
MA-RI, Jakarta.).

, 2002, Definisi Mediasi, (Pusdiklat MA-RI, Paper Loka-
karya, Bogor.)

, 1992, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam
Peradilan Agama, (Jakarta.).

, 2001, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di
Indonesia, (Diklat MA-RI, Jakarta.).

, 2003, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, Buku I1, (Edisi Revisi, Jakarta.).

, 2003, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, Buku 11, (Edisi Revisi, Jakarta.).

, 2004, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, Buku II, (Mahkamah Agung RI,
Edisi Revisi 2013 Jakarta.).

, 2008, Pedoman Perilaku Hakim, SK KMA No. 104/4/
SK/XII/2006, (Jakarta.).

Mazharuddin, Buku Pintar Bidang Administrasi Persidangan, (Ketua Pengadilan
Agama Balige).

Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Divisi Buku
Perguruan Tinggi, (Jakarta Pt Raja Grafindo, 2011.)

Mimbar Hukum No. 63 Thn XV, (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004)

Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.).

M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa, (Citra Aditya Bakti, Jakarta.).

96



, 1997, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, (Cetak
Jakarta Sinar Grafika 2008.).

, 1997, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Pustaka
Kartini, Jakarta.).

, 2001, Arbitrase, Edisi 2, (Sinar Grafika, Jakarta.).

, 2008, Hukum Acara Perdana tentang Gugatan, Persidang-
an, Penyitaan, Pembuktian dan Penutup Pengadilan,
(Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta.)

Mushadi HAM, 2007, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia (Dari Konflik
Agama hingga Mediasi Peradilan), (Cet. I Walisongo
Mediation Centre, Semarang.).

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
(Aditya Bakti, Bandung.)

Rahmad Rosyadi A dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam prespektif Hukum Islam
dan Hukum Positif, (Citra Aditya Bakti,
Bandung.)

Rasyid Raihan, 2005, Hukum Acara Peradilan Agama, (Edisi 2, Cxet XI, Raja
Grafindo Persada, Jakarta. )

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek, (Mandar Maju, Jakarta.).

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (PT. Intermasa, Jakarta, 1963.)
, Hukum Perjanjian, (PT. Intermasa, Jakarta, 1963.)
, Hukum Perjanjian, cet.12, (Jakarta : PT. Intermasa, 1990.)
, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1994.)
R. Soesilo, 1980, RIB/ HIR dengan Penjelasannya, (Politeia, Bogor.).

Salam Mazkur, Peradilan dalam Islam, Alih Bahasa Drs Imron AM. Cet ke 4
(Surabaya: Bina Ilmu, 1993)

Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2006)

, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. (Buku
Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika. 2003)

97



Satjcipto Rahardjo, 1982, limu Hukum, (Alumni, Bandung.).
Sayyid Sabiq, 1977, Figh As Sunnah Juz II, (Dar Al Fikr, Beirut.).
Simorangkir dkk, Kamus Hukum, cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

Soerjono Soekanto, Tt, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Rajawalim
Jakarta.).

Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdataa, Cet. XX, (Internusa, Jakarta.)

, 1989, Hukum Acara Perdata, BPHN Departemen Kehakiman RI,
(Jakarta.).

Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta :
Pradnya Paramita, 1989)

Sudikno  Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty,
Yogyakarta.).

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan
Mufakat, (Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, PT
Raja Grafindo Persada.).

TM Hasbi Ash Shiddieqy, 1994, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Al-Ma’arif,
Yogyakarta.).

, 1997, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Pustaka
Rizki Putra, Semarang.).

Wirjono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Sumur,
Bandung.).

B. Makalah dan Majalah Hukum

Abdul Manan, 2005, Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam
Proses Penyelesaian Perkara, Makalah pada Acara
Pelatihan Hakim, Suara Uldilag Vol. Il No. 6 April 2005,
(Perdata Agama MA-RI Jakarta. )

, 2001, Problematika Perceraian karena Zina dalam Proses
Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama,
Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam), No. 52 Tahun
XII, (Al-Hikmabh, Jakarta.).

98



ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbiterase proses Pelembagaan dan
Aspek Hukum, Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam) No. 63 Thn XV,
(Al Hikmabh, Jakarta.).

Bagqir Manan, 2004, Peranan Advokat dalam Penataan Peradilan, (Suara Uldilag
No. 4, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta.).

Cik Hasan Bisri, 1996, Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Agama, Mimbar Hukum, No. 29, Tahun. VII
(Al-Hikmabh, Jakarta.).

Harijah Damis, Hakim Mediasi, Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam, No.63
Thn XV 2004, (Jakarta.).

Lailatul Arofah, 2004, Perdamaian dan bentuk lembaga damai di Pengadilan
AgamaSebuah Tawaran Alternatif, Mimbar Hukum No.
63. (Al Hikmah, Jakarta.).

Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2009,
Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan
Agama seluruh Indonesia tahun 2008, (Direkturat
Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta.).

M. Yahya Harahap, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mimbar
Hukum, No. 21, (Al Hikmah, Jakarta.).

Nurul Hakim, 2008, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan
Lembaga Peradilan, (badilag.net, Artikel, 3 Januari 2008,
Bandung.)

Pokja Perdata Agama MA-RI, 2003, Suara Uldilag Mahkamah Agung RI
Lingkungan Peradilan Agama, (Edisi 1I,
Jakarta.).

R. Bennya Riyanto, 2004, ADR (Alternative Dispute Resolution) Sebagai Solusi
untuk Menghindari Protes Legitasi, Jurnal Hukum,
Vol XIV No. 5, Oktober 2004, (FH Unissula,
Semarang.).

, 2006, Prosedur Mediasi pada Peradilan Perdata, Majalah
Hukum, Vol. 35 No. I Januari — Maret 2006, (FH
Undip, Semarang.).

99



C. Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, 1992/1993, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Jakarta.).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Pradnya
Paramita, 2001.)

, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, (UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN
No. 3872.)

, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, (UU. No. 4, LN No.
8 Tahun 2004.)

Mahkamah Agung RI, 1994, Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama,
Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan
Hukum Mahkamah Agung RI, (Jakarta.).

, 2008, PERMA RI No. I tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi, (Jakarta.)

Soedharyo Soimin, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet 111, Sinar
Grafika, Jakarta.).

UU RI Nomor 30 Tahun 1999, ftentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

UU RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, 2006, (Cet I, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta).

UU RI Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, 2009, (Cet 1,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
Zainal Abidin Abubakar, 1992, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

dalam Lingkungan Pertadilan Agama, (Al-
Hikmah, Jakarta).

100



Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000, tentang Lembaga Penyedia Jasa
Pelayanan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan  Hidup di  Luar
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembedayaan
Pengadilan  Tingkat Pertama  Menerapkan
Lembaga Damai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di
Pengadilan.

101



